KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN
PERKOPERASIAN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH

[Suatu Gagasan Dengan Kasus Sumatera Barat]’

Adrimas®

Albstract

Tha Ieas of this Cooperative Devalopment Policy with regional approach use the degrec
o cammunities invelvement in Cooperative as an indicatar. The developmen: regiangl
unif starting from “Magari”, “Kecamatan”, “Regency/Municipalisy” and fimally “Preas-
e’

The ciyectrve af this policy ncludes - (2] to ncreese the members participation
tatz. and [b] ko develop a Mlntegrated Ciooperative Network™ invoheed all the Cooperative
movemnant and izads ta Coaperalion Conglomaraticn.

The assistance in terms of special facilities = given la cooperatree movement as
alorg with their business activities to involva broad socielies

The direct intervention of Government 1o develnp the Cocparation gradually
must reduced when the Cooperation more developed. On the conrany tha role af the
Dekopin and the Serondery Cooperation gradualby mies be increazed o substitite e
role of government immaediataly.

The Forum for Cooperative Research and Davalopment is designes to assist the
Govarnar of ‘West Sumatera Frovinee o formulating the Cooperative Dravaloprrsi

Palicy.

Merupakan revisi dan makalah yang diprosentasikan pada Seminar Masional
Fropnsi Boperasi Tardggal 12-14 Agusties 1991 di Padang.

2 Gtal Pengajar Fakdias Ekonomi Universitas Andalas Padang, vang dipetbantukan
sehagat Monsulan pada Kanter Wilkyah Departemen [Kanwilkap | Surmsters Bazat



FENDAHULUAMN

“ropinsi Sumatera Barat vang sebabagian besar dihuni oleh masyarakat
Mimangkabau, memiliki karakteristik adat yang spesilik dan identik dengan
senddi casar koperas, yaltu kebersarmaan, kekeluargaan dan gotong ravong.
Fesamaan tersebut dapat dirinel sebagal berikut,

Sistern kekerabatan yang matrilinial dan “extended family spstern”,
menumbuh-#embanakan rasa kekeluargaan dan kebersamaan di ten
gah- tengah masyarakal.

2 Penduduknya mempunyai kebiasaan merantayu [dengan wiuan utames
caerah perkotaan|, dimana sefiap heluarga selalu mempunyvat anggo-
tanva di rantau. Hubungan antara keluarga vang di rantau dengan vang
21 kampung tidaklah terputus dan bahkan seringkali beriambah erat
kzrena berada pada cus tempat vang berjauban cenderung menisnbl-
kan rasa findu vang selanjumya mempertebal rasa kekeleargaan. Secars
oorindik, biasanve pada saal lebaran alac acara perkawinan, perhelatan
penghuly dan laindainnya, angoota-anggola keluarga vang di ramac
oulang ke kampung halaman dan sebalibrwa sanak famili di kampung
seringhkali pula mengunjungi saudara-saudara dan sahabat-sahabat vang
di rantau dan bahkan sebahagian di antara mereka kemudian berubak
satus menjadi perantaw pula.

21 Magari sebagai kesatuan teritorial masyarakat hukum adat, yang meru-
nakan kampung halaman mempunyai dava ikat vang kuat bagi setiap
orarg Minang.

Aspel-aspek sosio-kultural vang dikemukakan tadi menvebablian rasa
sinta masyarakat Minang perantauan lerhadap kampung halamannye
relztf tngai. Kontak antaza perantau dengar famili di kampung mem-
beridan manfaal berikut.

2] Tervjudnya jalur informasi dan komunikas! vang imensd antare
perantau [di kota] dengan keluarga mereka di kampung [pedesaan|
szhingga heterisolasian Magar secara alamiah conderung berkurans

(o] Komitmen perantaw terhadap pembangunan Magari/daerahnua ini
divjudkan dalam bentuk alivan dana. pemikiran dan bahkan keteram-
piizn dari rantau ke kampung halaman vang sangat diperlukan dalam
pembangunan pedesaan di dacrah ini. Sernua dana dan dava tersebut
ditujukan kepada : anggots keluzrga masing-masing [mikra] dan
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sehahagianmya lagi kepads kepentingan masyarakat umum sepert
masjid, sekalab, fakir miskin dan lain-lainnua vang bersifat makeo.
Keduanya mempercepat proses modernisasi dan pembangunan Na-
gart di daerah ini.

ic} Terpelihara dan berfungsinya adat-istiadal beserta peranchat kelem-
bagaan seperti nagari sebagai suatu kesatuan masyarakat hubum acat
dan limbago tali tigo sapilin [nintk mamak. alim ulama dan cerdik-
pandai] sebagai pimpinan informal dalam masyarakat. Hal ini dapa:
digunakan untuk menggugah emasi orang Minang untus berpartisi-
pasi membangun nagari masing-masing

ldl Potensi kultural seperti divraikan pada butir-butir tersebat di atas
selama it lebih banvak dimanfaatkan untuk tujuan-iujuan yang
bersifat sosial-spiritual dan seremonial ketimbang tujuan-tujuan pro-
duktif dan chonomis.

Faktor-alkior positil dan kondisi sostal-kultural Minang in seharnssnys
dimanfaatkan untulk menuniang sembangunan perkoperasian di Sumatera
Barat yang tidak dapat dilakukan secara parsial telapi harus secara hompre-
hensif dan seurahnya. Untuk it diperlukan konsep pembangunan perkogp-
arasian yang pragmatis dan mengacu kepada kondisi sosial budaya Minang,
Tulisan ini mencoba mengemukakan konsep kebijaksanaan pembangunan
perkoperasian vang dimaksud melalui pendekatan wilayah.

PENDEKATAN WILAYAH

lsard |1960] mendefinisikan wilaval: sebagai suatu satuan geagrafls de-
ngan hatasan-batasan terlentu, vang sesuai dengan tujuan perwilayahan
delineasil. Berdasarkan definisi tersebul dikenal empal Lipe wilayah : [1]
Wilavah Medal vang didasarkan pada strukiur tata-ruang wilayvah vang i
dalarmnva terdapat sifat ketergantungan fungsional, |2] Wilayah Homogen,
vang didasarkzn kepada adarwa kesamaan harakter atau homogenitas
unsur-unsur dominar dalam wilayah vang bersangkutan, [3] Wilayah
Perencanaan, vaituwilavah yang karena adanya sifat tertentu memerlukan
keterpaduan perencanaannya. seperh daerab aliran sungai [DAS], dan
Wilayah Administratif, yaitu wilayah yang ditentukan herdasarkan sejarah,
kepentingan administratil pemerintahan. teritorial, perencanaan pro-
gram, dan atau kepentingan politik.
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Suratera Barat terdirl dari 14 Daerah Tingkat I [Dat ll] vaite, &
E=hupaten dan 6 Kotamadya, yang mengandung 102 Kecamatan dengan
8518 Desa pada tahun 1992 dan Desa merupakan unit pemerintahan
lerkocil di bawah pemerintahan Kecamatan |3DA, 1990, Permerintahan
Dz vang keheradaannya secara administratif diakui sepenubnya hingga "-‘u‘ﬂ
i termyata dalam proses pembangunan belum berfungsi dengan baile”
E'\-:“u:'r_F'E penyebabriva antara lain adalah

2] Masvarakat terutama di pedesaan belum terbiasa dengan Konsep Desa
ini. Sehaliknya mereka sudah sangal terbiasa dengan MNagari sehingga
=ca jxatan emosionzl antara masvarakat dengan Magart nya sangal
iinggi.

=l Terirorial Desa pada umumnya meliputs wilayah Jorong dalam konsep

Magari vang diterapkan sebelumnva dan yang secara historis sudah

erakiar ¢l Banah Minang. Jorong adalah babaglan dar MNagar yang

Hikenalal oleh seorang Wali Jorong vang ditunjuk olen Wali Wagari, Wall

Magar sendin dipilih secara langsung oleh masvarakat Magari vang

hersanghutan sehingga secara histons Wali Nagari pada umumoysa

2dzlah seorang figur vang sangat berwibawa dan diterima cleh kalangan

\:zs masvarakatnya, Berbada dengan Wall Jorong vang mempunya:

=tatue sebagai pembantu Wali Magari dan ditznjuk oleh Wali Magari

witawanya dengan sendirinya jaub di bawah Wal: MNagari, Kenyalaan
~i menyebablkan Wali Jorong atau dalam versi adminstratif pemerinta-
nan yang berlaky sekarang ‘Hepala Desa’ kurang eleklil dalam meng-
qjzlang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Disamping ftu
agarn juga mempunyai heberapa perangkat assef yang dapat dimarn:

{2atkan untuk memacu pembangunan seperti « pasar, fanah. peruma-

han, dan adat vang terpelihara dengan baik.

Pemerintah Sumatera Barat menyadari eksistensi Magari ini dan
memicoha memaniaatkannya untuk mencapa tujuan pembangunan. Pelak-
E=-==n permbangunan di Surmatera Barat sefak fahun 1984,/1985 didekati
fecan pola Pembangunan Desa Terpadu ‘Manungaal Sakae"” [SK Guber-
e Mo 20VIL/GSE/1984). Pola pembangunan pedesaan dengan pen-
\ssicze=n Magari int cukup berhasil dan pada tabun 1990 disempurnahkan

Pade Tahun 1979 rmelalul UL Ma§ Tahun 1979 status Nagari sebagei un
| emarintahan jormal dihapuskan dan diganti dengan Desa

21




menjadi “Konsep dan Strategi Pembangunan Pedessan "Manunggal Sakato”
[SK Gubernur No. 174 Tahun 1990,

Karena koperasi khususnya KLUD mempakan salah satu usaba vang
ada di pedesaan, maka Pendekatan Pembangunan Perkoperasian perle
disinkronkan dengan * Kenseps! dan Strategi Pembangunan Pedesaan Su-
matera Barat * ini, vaitu dengan mengadopst Konsep Magari. Sehubungan
dengan itu Pendekatan Wilayah dalare Pembangunan Perkoperasian
Sumatera Barat dapat dilelaskan dengan skema pada Gambar 1,

Magari merupakan unit wilayah pelayanan KoperasiKUD [WILLID]
Pada Magari-nagari dengan potensi ekonomi yang cukup besar
dimunghkinkan keberadaan satu atau lehih koperasi/KUD. Sebaliknya paca
Magari-nagari vang potenst ekonominva relatil keal, maka wilavah KUD
rencakup lebih dari satu Magari.

Sasaran kebiiahsanzan pembangunzn perkoperasian Sumatera Barat
adalah menjadikan Sumatera Baral sebagzl “Propinsi Koperasi” Kongep ini
disusun oleh suatu Tim vang berasal dart ensur-unsur ; Kantor Gubermur,
Bappeda Tingkat L. Kanwil Koperasi Surnatera Barat, dan Perguruan Tinagl.
Perulis mewakili urnser Perguruan Tinggi.. Konsep ini dikembangkan dar
beberapa konsep heriiut”.

PROPIVS! SUMATERA BARAT

!

S e T 2

s
T

NAGARI
T

Gambar 1. Struktur Administrasi Pemnerintaban dan MNagari

4 Mriters Prapins Boperasi' dikembangkan dar "KabupatenFaotamadvs Koperast '
Kecamatan Koperasi', Mageri Koperast' dan ‘Foperasi Mandiri’.
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Koperasi, adaizh semua lembaga ekonomi vang dijalankan sesual de-
ngan azas dan prinsipprngp keperasi®. Pengertian kogerasi disin
mencakup Hoperasi vang sudah berbadan hukum [BH|, vang belum
terbadan hukum [Mon-BH| maupun organisasi ekenomi rakyvat lainnya
seperti Lumbung Pitih MNagari [LPN], Usaha Bersama/TJsaha Pekera
snsial Bersama [UP/UPSEB] yang dibina eleh Lembaga Swadava
Masyarakat [LSM] dan lain-lain.

Hoperasi Mandir, adalabh Hoperasi vang sehat, berkembang dengan
tingkat ketergantungan vang kecil terhadap program-program permer-
intah, kehadirannya dirasakan manfaatnva oleh para anegotenva dan
menganut azas dan sendi dasar koperasi dengan baik,

Suatu Nagan atau kurmpulan Nagar: sebagai suato wilayah kerja koperasi
cinamakan Nagari Koperasi filka Nagari atau kumpulan Nagari tarsebout
memiliki paling sedikit sebuah koperasi vang mempunva kualifikas
Mandiri. Disamping i sehahagian besar [60 persen atau lebih] dan
Fanala Keluarga/Rumah Tangga dalam lingkup Nagari tersebut sudah
menjadi anggora koperasi,

Hecamatan Koperag, mempunua nilai skor 70 atau lebib berdasarkan
indikator penilaicn sukses koperasi’

Fabupaten/HKotamadya Koperasi, adalah Kabupaten/Hotamadya vang
zemua kecamatannya sudah berpredikal Kecamatan Koperasi.

Fropinsi Boperasi, adalah suatu Propins dimana semua Dati 1 di propins
tersebut sudah berpredikat Kabupaten atau Komamadya Koperas

Ln

Azes Hoperasi adalah Pancasila. Sedangkan Prinsipprimsip Hoperasi adalak ©

[1] Beanggotaan barsifat sukarala dan terbuka.

[2] Pengelolaan dilalukan secara terbuka dan demokrats

3] Pembahagian Sisa Hasil Usaba secara add den sebanding dengan besarmea jasa
frmEmg- masing anggota

=} Pemberian balas jasa vang terbatas terhadap medal,

(5} Kemandiran sebagai peraujudan rasa percava kepada dirs sendici.

“enetapan angka &0 persen atau lebih didesarkan ates portimbangan fetap
memberihan peluang kepads Swasta tetapi peranen Koperasi dibarapkan lebih
ST,

Linat Pebunjuk Penilsizn Kecamaten Koperasi vang disusun oleh Kanwdlkap.
Fropinst Sumatera pada Tahun 1991,

23



PROFIL DAN MASALAH PERKOPERASIAN DI SUMATERA BARAT

PROFIL PERKOPERASIAN

Perurnusan perangkat kebijaksanaan, pranata arganisasi, sistemn nilai dan
program pembanguran koperasi periu didasarkan pada suatu ideniifikasi
kondisi dan permasalaharn.

Tabel 1 menyajikan gambaran umum perkoperasian d Sumatera
Barat akhir-akhir ini. Pada tahun 1990 jumlah anggota masyarakat yang telah
menjadi anggota koperasi adalah 319910 orang atau lebih kurang 8,5
nersen dari jumlah pendisduk. Bila dibandingkan dengan jumlah rumah
tangga, maka keterlibatan masvarakal daerah im dalam perkoperasian elzh
mencapai 39,3 persen.

Suan kondisi yang menarik dan sangal potensial dalam pengem-
bangan perkoperasian adalan peranarn wanita vang cukup menonjol, dimana
menurut Kantor Wilavah Departemen Koperasi Sumatera Barat sekitar 26,1
ersen dari total anggota koperast di daerah it tediri dard kaum wanita.
Rentahilitas Usaha [SHU] dan Volume Usaha masih relatif rendah baik untuk
KUD maupun untuk Koperasi Non-KUD. Keadaan ini menunjukkan efekti-
fitas dan efisiensi usaha koperasi yang masih sangat lzrmakh.

PERMASALAHAN

Pembangunan perkoperasian merupakan bahagian integral dari pembangu-
qan secara makro. Masalah vang dibadapi dalam pembangunan peckopara-
ciar oloh karena i tidak terlepas dari masalah pembangunan secara makro.
Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi memiliki tiga ciri yang satu sama
Yair berinteraksi schagai suatu kesatuan orgamik, yvait [1] wadah yvang
herupa wilayah atau daerah kerja, [2] isi, yang berupa manusia [anggatanyal
dan benda serta, 13 tata-taky, baik tata- laky manusia pendukungrya maupun
tata-laky Koperasi atau KUD [Nasution, 19%1]. Dacrah kerja merupakan
wadah alau medan utama bagi Koperasi tersebut dalam mewngudlian tufuan:
nya.
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l e PR i T AL

Tabel 1 Profil Koperasi [BH] di Sumaters Barat

Draan 1557 199
| Penduduk
1. Jumlah Jiwa [orang) * 3810833 39984677
2 Jumleh Rumah Tangga = B0R.279 B57.676
Foperasi [Keseluruhan!
1 Hoperast [jumiahj 1125 1377
| 2 Arooes [orang] 299 720 341.305
| % Simpanan [Rp. 000] 12317760 40 855 950
£ Cadangan [Rp, 000] Zp3035a 4959414
‘ 5 Dazna-dana [Re. Q00| 1.290.905 1.936.507
£ Valume Ussha [Rp. 000 ATY.D0R 128 BEBIEE4]
7 SHU [Rp. 000 2226671 10.331 725
=  HRemtabihitas 38 125
2 Simmanzn Angoota [Rpl 44.430 119.705
| Eooerosi Unit Deza
I HUD [bushi a3z a7e
I Arasota |orang] 126,143 159 158
| 5 Sempanan |Rp. 000] D 042765 3114992
£ [Czdangan [Rp. 000 TA7.248 0 1.14%.194
= Dena-dana [Rp. 000| 457127 5I37.977
& Vohme Usaha [Rp. 000] ZH.T90 759 q1.938.7Z6
7. SHU [Rp. 000 457 394 1.181.243
& Hemmahilitas %) 1.4 2.8
S Smmpenan Anggots [Bpd 16,194 12,571

[dialeh|

* BPE, Hegistrasi Panduduk, 1990
- = BPZ, Sensus Pendedhdk, 1950

S Laparan Singkat Perkembangan Perkaperasian di Sumaters Barat 1950

Solamjutrya secara spesifik masalah pokok Gerakan Koperasi ci
S o Barar dikelompokan menjadl tga - [a] kelembagaan, (bl uszha, dan

P oe=mibinacn,




Masalah Kelembagaan

Masalah kelermbagaan meliputi pranala organisasi, pariisipasi anggota,
evaluasi dan monitoring oleh Departemen Koperasi, penyediaan tenaga
profesional, dan keberadaan BH.

Koperasi di Sumatera Barat belum lertata dalam suatu pranata orga-
misast yang terpadu, baik internal maupun eksternal antar-noperasi. Secara
internal masih terdapat kecenderungan vang kuat berkembangnya sub-sistern
dimana anggota-anggota koperasi membenuk kelompok-kelompok anggeta
herdasarkan kesamaarn aktivitas usaha atau pertimbangan lainnya, Secara
eksternal belum terjalin Kerjasama Antar-Koperasi Terpadu [Integrated Co-
operative Network! yang melembaga. vaitu antara . Primer-Primer, Primer-
Lembaga Pendidikan Hoperasi. Primer-Lembaga heuangan Koperasi.
Lembaga Keuangan Koperasi-Lembaga Keuangan Koperasi, Primer-Dek-
opinda. Dekopinda-Dekopinwil, dan Dekoptnwi-Dekopin Pusat, Datam pada
it terdapat pula indikasi bahwa intensitas hubungan antara gerakan koperasi
dengan pernerintah masih kurang efektil.

Tinghat partisipasi anggota vang merupakan kunci keberhasilan kop:
erasi masih rendah, Hal ini secaza berantai akan membawa dampak berupa
termahnya kelembagaan koperasi, menurmnnya kegiatan usaha. Selanuinya
menvehablan insentif yang diterima oleh pengelola juga rendah, sehingga
menghambat peningkatan akiivitas pengelola, profesionalisne dan pelavan-
an kepada anggota. Kurangnya pelayanan terhadap anggota ini kembali
menvebabkan rendahnya tingkat parfisipasi anggota. Suatu dilema yang
menjuris kepada lingkaran setan [cious circle].

Sclamjutrya kegiatan dan keberadaan koperasi perly dimanitor dan
dievaliasi secara pericdik dan berkesinambungan. Aspek-aspek vang dimont-
tor dan dievaluasi meliputi organisas dan usaha. Hasil monitoring dan
evaluasi lersebut tercermin dari penentuan kualifikasi koperasi. Kegiatan
monitoring dan evaluasi im belum sepenuhnya dilaksanakan secara pro-
{ecional oleh para petugas Departemen Koperasi, sehingga kegiafan yang
seharusnya dinamis ini menjads statis, Akibatnya manfaat kegiatan ini menjadi
kurang, balk bagi permbina koperasi maupun bagl fihak ketiga.

Berdasarkan UL MNo. 12/1967, pengelola koperasi terdiri dari Pen-
qurus dan Badan Pengawas [BP| vang dipilib dalam rapat anggota koperasi.
Dalam praktek, sering yang dipilih sebagai Pengurus/BP bukan tenaga
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orofesional dalam bidarg usaha dan organisas: Koperasi, melainkan orang-
srang vang dipandang mempunyal dedikasi kepada masvarakar, Orang-
orang tersebut kebanyakan tokob-tokoh masvarakat vang lebib cocok wnmk
memangku jabatan “Kepala Desa” ketimbang menjadi Pengurus /BP sebuah
soperasi. Dampaknya, koperasi menjadi sulit berkembang dan bahkan tetap
zaia dalam keadaan lemah. Kesulitan ini diatasi dengan Inpres Mo, 484 vaitu
senunjukkan mangjer profesional di dalam Koperasi. Manejer ini dalam
me'aksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus. Namun dalam
Draatcknya ternyala koperasi sangal lernah untuk mampu membayar jasa
mangjer profesional tersebut. Faktor keterbatasan ini menjadi sernakin besar
oada koperasi yang baru didirikan atau vang mempunyal cukungan potens
stiavah vang relatif kecil.

BH koperasi ditetapkan olzh “Pejabat’ Departernen Koperasi se-
Tingoa kKurang mendapat perhatian Bank ketika koperasi tersebut memer-
sean kredit perbankan. Bank dalam memberikan pelavanannya cenderung
—endanulukan ‘Badan Usaha® vang BH-nwa  ditetapkan oleh Departeman
sizhakiman herdasarkan Hitab Undang-undang Hultum Dagang [KUHD]
sperti : PT, CV atau BUMN daripada Koperasi. Keadazn ini tentu sala
<r=nz menunjang saha koperasi dalam memperoleh dana sehingaa likuids-
=3 dz2n perkembangan gerakan koperasi meniadi terbatas.

Mazalah Yang Menyangkut Usaha

FPermodalan

Sengembangan usaha koperast mengalami hambatan karena lemabinuva
—s=mngan modal Kemampuan koperasi dalam mermupuk medal sendiri
=ngat lemah terutama karena rendahnva tingkat keuntungan. Sebagai
corcoh rendabnya tingkat bunga dalam unit usaha "Simpan-Pinjam’, vang
“&7a 1 persen per-bulan dibandingken suku bunga perbankan vang rata-

== Ctas 2 persen perbulan.

Cralam paca itu koperasi pada umumnya juga belum dapat memanfaat-
s tx=rtas bredit perbankan karena ddak atau belum mampu menvediakan
e ik sendivi seperti vang disvaratkan. Sedangkan lembaga PERUM PEK

=ere=atzan umum Pengembangan Keuangan Koperast) harya bersedia rmem-
See=n hredit unfuk melaksanakan aktivitas usaha program.




Ditain fihak koperas: diwajiblkan menyimpan vang sejumlah tertentu
dari hasil kegtatan usahanya. Pada saat koperasi memeriukan tambahan
modal, koperasi dibadapkan pada masalah pencairan dana yang memerlthkan
proses panjang dan waktu lama. Kondisi yang dilernatis dimana disatu fihak
koperasi mengalarni kekurangan modal usaha, sulit mendapatkan fasilitas
Lredit dari bank, tidak mampu menyediakan 'agunan’ dan membayar beban
bunga bark yang tinggi sedangkan dilain finak mereka mempunyai dana yang
“ddle’ di bank dan hanva rmendapat balas jasa vang jauh lenib renidah dari
bunga pinjamart.

Penguasaan Pasar

Kesulitan pemasaran produk anggotz terutama disebabkan - [a] lurangnya
perhatian Pengurus dan [b] belum memadainua keterampilan tekmis dan
manejerial Khususnyz dalam bidang pemasaran,  dan lc] jemabnye pen-
guasaan [nformast pasar,

Dari segi kebljaksanazan pemasaran itk yang paling rawar adalah
kurangnya kemampuan dalam menata strateql dan langkab-langkah untuk
perdagangan baik dalam maupun luar negeri.

Ketidak-berdayaan menguasal pasar juga disebabkan aleh ketidak
mampuan menjalin kerjasama yang yang saling menguntungkan dan sed-
erajat dengan Badan Usaha Milik Swasta [BLIMS| dan BLIMN.

Masalah Pembinaan
Dukungan Kebijaksanaan

Gagasan “Integrated Cooperative Network™ sangat diperiukan dalam
pembangunan koperasi. Akan tetapi hingga saat it RSt tersebut belum
dapat dikembangkan karena kondisi perkoperasian di Sumatera Barat pada
urnusnnya masih relatif lemah. Untuk mengembanghkannya, oleh karena the.
diperlukan dukungan kebijaksznaan pemeriniah baik diingkat pusat maupun
dasrahn,

Lewat dukungan kebijaksanaan secara langsung maupun tidak lang:
sung para pembuat kebijaksanaan dapat menciptakan peluang usana vang
diperiukan oleh koperasi. Adalah terlalu sulit untuk mengharapkan koperasi
mampt bersaing atau bekerjasama dengan para nelaky ekonomi lainnya
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1znpa dukungan nvata dari para permbuat kebiaksanaan. Sebagai contoh,
secilnya peranan koperasi dalam tata-niaga cassia verra, suatu produk petani
vang cubup penting di Sumatera Barat. Sebahagian besar komoditi ini
ciekspor [terutama Amerika Serikat], maka karena tidak mempurnyai jaringan
woriasama yang andal, kaperasi tidak mampu menguasai aspek pemasaran-
.

FPembinaa:n Oleh Pemerintah

Sampai Pelita V pembinaan oleh pemerintah khususnya jajaran De-
sertemen Hoperasi sangat dominan dan seclah-olzh berlangsung secara
=rie-menenss. Pola pembinazan yang semacam Ini ternvata menyebabkan
—akin menipisnya rasa percaya dirl, keleluasaan, kermatangan berusaha dan
serorganisasi koperasi bersanghutan. Koperasi, teratama KUD menijadi
wwmakin erganmng kepada pemerntah dan bahkan seolab-clah sudah
=erupakan bahagian dart Kanwor Deparremen Koperasi.

Feranan Dekopin

Berdasarkan observasi, Dekopinda pada urmumnya belum berfungs:

== Nomor 518/213/PUOD tanggal 12 Maret 1984 mngenai Pembinaar.
sw=hzdar Dekopirwd] dan Dekopinda. Disamping it juga karena Dek-
soemcz/Dekopinwil tidak mempunyai dukungan dana vang memadai untuk
TeEELsanaKan program kerjanva

Alran dana pendidikan dart anggota Dekopinda sangat sedikic bahkan
Zemat divatakan tidak ada sarma selall. Padahal kewaiiban tersebut telah

w=waioan dana yang harus dibavar aleh anggota Dekopinda dengan manfaar
Tewcoda bagi anggotanva menempatkan postst Dekopinda dalam suaty
imgescan setan vang lidak dapat diketahut dimana awal pemecahan vang
—w= Zlalkukan. Keadaan ini menjadi lebih serius karena semua kegiatan
se=—e——=n mengenai koperasi tidak pernah mengkaitkan program tersebut

Ful
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INDIKATOR KEBERHASILAN SEBUAH KOPERASI

Herdasarkan kenvataan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidu-
pan masyarakal Sumatera Barat dengan perangkat sosial-budavanva, maka
pengembangean koperasi melalul pendekatan wilavah kesatuan adat vang |
beralar pada “Magari” perlu dipertimbanckan. Dengan demikian, pengem-
bangan indikator vang diperlukan, disamping di dasarkan kepada aspek-
aspek persoperasian juga memperhatikan dimensi wilayah kesatuan adat
vang sudah berurat berakar di daerah inl,

Penetapan indikator dimulai dari tingkat Kecamatan vang menggam-
barkan tingkat keberhasilan perkoperasian di suatu Kecamatan, Tingkat
keberhasilan tersebut mengandung dua aspel, vailu, keherhasilan pembinaan
dan keberhasilan koperast,

KEBERHASILAN PEMBINAAN

indikator keberhasilan pembinaan meliputi variabel-variabal berikut -

[a] Monograli kecamatan

|b] BFF KLID

[c] Pembinaan Carmat

[d] KUD Nagari/koperasl serba usaha

ie] Keanggotaan koperasi

[f] Keterlibatan tokobh-tokoh masyarakat di Magari

.| Partisipasi KAN dalam pengembangan KUD

hi Parfisipasi perantau dalam pengembangan kaperasi
il Bantan Pemerintah Daerah

ii ERapat Anogota Tahunan

k] Pelatihan bagi Pengunis dan BPF Koperasi/KUD, BPF, dan Camat.
I Peran BF

{EBERHASILAN KOPERASI

reberhasilan suani koperasi diindikasikan oleh varlabelvariabal berilut -

2| Prestasi yang dicapai KUD/koperasi nen-KLUD
b} Kelompok anggeta koperasi non-formal
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- Erestasi KUD dan kaperasi non-KUD dalam pembangunan
 Simpanan anggota
2| Perwerapan tenaga kerja
Pemilikan sarana pelayanan
= Penyelewengan/penvimpangan cleh pengelola KUDkoperast
non- KUD.
- Beryelewengan oleh karyawan koperasi/KUD
Jurmilzh dan jemis usaba non-program
| Tunegakan pinjaman KUD koperast ron-KUD
. Veolume usaha non-program
Hentabilitas uzaha
Agar bisa diterapkan perangkat indikator ind perlu dikuantifikas dan
= ~-her dengan membarikan nilai skor pada masing-masing item penilalan.
=t nmilal maksimum adalab 100 dengan komposisi - 45 untuk aspek
—raan dan B2 untuk aspek uszha [Kanwilkop. Sumatera Barall

Sty Daerah Tingkat 11 [Dati 1] dikaizkan berhasil dalam menaem-
~zk=n perkoperasian bila perkembangan porkoperasian di Kecamatan
- 242 di Dati Il tersebut berhasil dengan baik, Seterusnva bila perkop-
—sean g Dati 1 vang ada di Sumatera Barat berhasil dengan baik. maka
—e—wmmerasian di Propinsi Sumatera Barat dikatakan "naik’.

PENDEKATAN DAN KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KO-
PERASI

PENDEKATAN

i ]

~= wzhidupan berdasarkan azas kekeluargaan, sepertl vang termakmb di

== maea| 33 UUD-1945, sudah dikenal di Sumatera Barat sejak sebelum
-an Belanda. Masyarakat daerab inl sudah terhiasa mengatur perek-
anrva secara kekeluargaan, Halini dapat dilihat dan keberadzan LPM
-zt tumbuh seiak zaman Belands seperti LPN Lubuk Alung jmasih
o ==—nai eokarangl, LPN Sibayau-hayaw, LPN Siunjau Laut, Bentuld
o= adalab Lumbung Padi di berbagai Nagar vang penggunaznnya
e zaty sama lainoya. Disamping ity aktivitas ekonomi lainnya vang
se===s koperatif juga banvak dijumpai sepert BKAK [Badan Kerjasama
& rae Helompok], Lambal Hari dan koperast sendiri.

g
1 =
e

i |l.I

!.-

i
|.
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Paca saat ini di Pasaman Barat terdapat BEAK Perusahaan Inti Ralyat
[PIR] Ophir, dimana petani plasma telah membentuk kelompoli-kelompok
vang tertata dengan baik. Masing-masing kelompok terdini dari 25 KK dan
1 Plasma terdini dari 20 kelompok. Selanjutnya Kelompok Antar- Plasma
membentik koardinator BRAK vang disebut "BKAK Plasma Ophir”'. Kelom-
pok Tani BKAK ini telah mencapai kemajuan yang berarti karena adanya
kerjasama yang erat serta homogenitas sumber-daya ekonomi anggotanva.
Konsep BRAK ini akan diterapkan untuk pengembangan perkoparasian i
Indonesia. Berdasarkan instruksi bersama Menteri Pertanian dan Menteri
Koperasi No. 571/Kpts/KB.510/8/1988 & No. 03SKE/MAI1958
Tanggal 15 Agustus 1988 rentang pembinaan dan pengembangan KUD di
PIR Perkebunan [FIRBUM], maka BRAK dirubah bentuk dan slatusnya
menjadi KUD PIRBUN OPHIR. Empat buah KLUID PIRBUN GOFHIR men-
yatukan diri dan membentuk Koperast Sekunder vang disebut Koperasi Jass
Usaha Bersama [KJUB).

Dorkernbangan dan pengalaman yang dikemukakan di atas, menyirat-
kan perlunya pembangunan perkoperasian di Sumatera Barat menggunakan
pendekatan wilayah,

Dalam pendekatan ini pengembangan koperasi harus didasarkan
kepada aspirasi anggota masyarakat/anggota koperasi. Hal iri sesuai dengan
Konsepst dan Strategi pembangunan Pedesaan yang diteraphar. di Sumanara
Barat yaitu, Manungga) Sakato”, dimana Nagari sebagai wilayah kesatuan
Adat, dijadikan wilauah usaha pengembangan koperasi tersehut. Dalam
hubungan ini keberadaan koperasi tdak terpaky pada unit kenaganan tesan
lehih mempartimbangkan kecocokan ekonomi feconomic habibity]. Dengan
demikian mungkin saja sebuah Nagar mempunyai lebih dar? satu koperasi
dan dimungkinkan pula sebual Magari mempunyal sebuah koperas: atau
heberapa Magart hanya mempunyal sehuah koperasi. Konsep unil wilayah
dalam pendekatan wilayah ini adalah tingkat wilavah kecamatan, Drati Il dan
akhirnya propinsi.

KEBLIAKSANAAN
Tujuan kebijaksanaan pengembangan perkoperasian adalah meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk berkoperasi. Pada tahap awal pertumbuhannys
sehush koperasi memerlukan bimbingan, dan hal it dapat diberikan oleh
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~=rmerintan. Kadar bimbingan pemerintah Ini perhs dikurangi seiing deraan
sermakin majunya koperasi sersehut sampai akhirnya ditiadakan sama sekal
=nakala koperasi it felah mampu mengurus dirinva sendir Jadi kebijzk-
sanzan pengembangan Loperasi bergerak darl tahap ofisalisasi ke tahap
Sopfisialisash.

Hehiiaksanaan pengembangan il dititik-beratkan kepada koperas:
—rer. Kioperasi Sekunder diarahkan supaya maripl mempercenat proses
- —mandirian koperasi Primer tersebut. Dalam nubungan ind pengernbangan

Taggrated Cooperative MNetwork” merupakan pendekatan yang rratiak

ZENeTIISAN -

Disamping Pemaerintah dar Gerakan Koperas, kalangan [Ninik
Wamak Alim Ulama dan Cerdik-Pandai jual tigo sapilin] perlu dimanizatkan
se—=-z maksimal dalam pengembangan kaperasi.

| anghkah-lanakah kahtjaksanaan vang perlu dipertimbanghkan dalam
—ercapal Tujuan tersebut meliput! pengempandan eymber days Manuss
ssi=mnagaan, usaha. dan perekayasann SUAsAnS Lang meTrungRinian ber
- —=h- kembangnya koperast

paya meningratkan peranan dan partisipasi anggata inb dimulai dar
~ermeikan struktur kegiatan saha dan pengembangan konses pelayanan
sooses weppada anggola [privilage].

Pemhinaan Kelembagaan

Hehijaksanaan ini meliput! - pembenahan struktur oTganisasi, ke
smezamaan dan pengawasan. Hubungan koperasi dengan subsistemnys
Lmmook-kelompok ekonomi anggotal perie dikernbangkan kebit l2njut,
S seem tersebub akan difungsikan dan diber! otonomi penuh ke dalarm
sk mengalur angaola-anggotanya. sedangkan koperast akan bertindar
s =z kelompok anggota artuk hubungan kefuar, Hubungan koperas
sem kelompok anggotanya dhgambarkan dengan struktur organisas

. .~
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faarmbar 2. Pola Pembinzan Kelembagaan Koperasi.

Untuk melaksanakan kebilaksanaan ini diterpuh langkah-langkah

szbagai berikul ¢

1]

13

[

Meryvelenggarakan bimbingan konsullasi dalam rangka penvempur-
maan organisas, tatalaksana dan pengawasan, rapat anggota dan rapal
pensurus sema meningkatkan peran serta anggoia dalam pengelolaan
Koperas,

Meryelengaarakan pemantapan pelaksanaan pembukuan dengan
sistern akurtans: dan audit bagi koperasi-koperasi primer dan melak-
sanakan pelatihan di bidang akuntansi.

Menyelenggarakan diskusi-diskusi. latihan dan penataran bagi para
anogaola dan pengelola koperasi serta kelompok masyarakat striateqis
lrani/nelavan, pemuda dan wanita, wartawan seria pemuka
masyarakat].

Menvelenagarakan penerangan dan penyuiluhan kepada masyarakat
batk secara langsung [tatap muka) maupun melali meda cetak dan
elektronika [Mimbar Koperasi] dalam rargka Gerakan Sadar Koperasi.

Pengembangan Llsaha

Sasaran utama kebijaksanasn ini adalah peningkatan kemampuan usaha
koperasi dengan menggunakan “Integrated Cooperative Network™, Jalinan
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«o—zsama ini mengintegrasikan usaha-usaha - Ja) Produksi, [b] Transportasi,
- Pemasaran, [d] Asuransi, el Bank [f{ Lembaga pe ndidikan nan-formal,
sertz [gf Penelitian dan pengembangan.

[Ttk menumbub-kembangkan jalinan terpadu il ditempuh langkah-
=ngran berikut

Vi emnerbesar shala usaha sehingga menjadi lebih efisien untuld selznjut-
vz dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim: liberalisasi vang sudah
melanda perekonomian nasional sejak pertengahan tahun 1980-20,
©  Perluasan skala usaha sampal mencapai kondisi yang optimal memer-
Jian modal vana relatii besar. Maka usana Koperasi periu diarahkan
wohinege mampu memupuk modal sendiri, Disamping i Larena me-
-rang masil lemah dalam aspek permadalan Pemerintah peris mem-
—anty Koperast mendapathan kredit dengan svaral yang mematia
Meringkatkan kernlvaan dengan koperasi sekundar, BUMMN dan BLIMS
== dalam berbagal bidang, misalye, managimen, perilisan saharm dan
ot soysaha lainnua tanpa melapakan a2as dan sendisend dasar koperast.
§ = Mendorong pembentukan, pertumbuban dan perkembangan unis-unil
aha baru dalam koperasi-hoperasi vang telah maju Setian porium
2 usaha baru hendaklah beronentasi kepada perluasan Lesempatan
semia bagi anggota dan masyarakat.

Besizksanaan Yang Menunjang Pembinaan Koperasi

e

Tiez—m—mo permbinaan kelembagaan dan ueaha, pemerintan daerah beserta
— o terkait berupava menunjang perkembangan koperasi dengarn
=iear-anghkah berikut.

= Wioaleanzken program Manditi unluk KN dan hoperasi-roperasi
prrmer lamnya.

T Mencslomg Pusat-pusat Studi Roperasi dt Perguruan Tinagg: baik PT
=asrem F 15

£ Meeezhas tngiat keberhasilan wiiavah Kecamamn, Dab li dan Propins
S o= Barat dalam mengembangkan koperasi sesual dengar gagasan

wizzn koperasi,

— o B P




[5] Mengadakan torum diskust dan Seminar unouk ferus mengkaji gagasan
“Propinsi Koperast™.

|6 Memngkatkan pengetahuan perkoperasian melalui pelatihan dan
penataran unluk pare Camat, Badan Pembimbing dan Pelindung [BPP)
KLUD dan para pembing lainnya

|7] Membentul Forum Pencgkajian Koperasl Sumatera Barat untux
menunjang dan memperiahankan keberhasilan pembangunan
Propinsi Konperasi Sumatera Barat.

Peningkatan Partisipasi Anggota

111 Memperluas keterlibatan angaola dalam setiap kegiatan koperasi. Selw-
rang-kurangnva tiga bulan sekali Penguus/BPF, BPP dan Manejer perid
miengadakan pertemuan.

12] Pengurus harus memperluas keterlibatan anggola dalam keglatan usaha
keperast yang telah disepakati bersama |ayat 1] Miszlnya membeniuk
TPK-TPK vang dilaksanakar oleh anggoia inti koperas: barsang kutan.

13} Pengurus perlu mengembangkan forum dizleg secara terbuka dengan
anggotanya untuk mendapatkan berbagai masukan vang kemudian
didiglizsikan lagi pads perternuan antara Pengurus, anggota BF, Manejer
dan anggota inti seperti vang discbuthkan dalam butir [1].

[4] Pengurus perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasmva kepada
anggota yang mempunyai gagasan lerbatk mengenai solusi masalah vang
sedang dihadapi koperasi tersehut.

15} Pertanggung-jawaban Pengurus diberikan secara terbuka pada sefiap
perternuan pendidikan anggota disamping dalam RAT.

|6] Pewgas Kandepkop. hanws rmelakukan pernbinzen vang inters dan berkesnam-
bungan dalam pelaksanaars kebijaksanaan pergernbangan partisinas anggala.

KESIMPULAN
(Gagasan kebijaksanaan pengembangan koperasi dengan pendekatan
wilayah ini menggunakan derajat keterlibatan masyvarakat dalam kebidupan

herkaperasi sebagal indikator. Unit wilayah pengembangan dimulai dari
Nagari, Kecamatan, Dati 1] dan akhirnya Propinsi.
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Tujuan atau arah kebijaksanaan ind adalah - la] peningkatan partisipasi
=i dan [b] pergembangan suatd “Integrated Cooperative Metwork”
—=hihatkan semua gerakan koperasi dan mengarah kepada 'Ronglom-

=== Koperasi'.

!

I

Dukungan kehijaksanaan pemerintah berupa pemberian fasilitas
== diberikan kepada gerakan koperasi sepanjand aktivitas vusabanya
=imatian nasvarakat luas.

a
11|

Pembinzan langsung oleh pemarintah secara bertahap periu dikurangi
—== Zergan semakin mandiringg koperast. Sehaliknya peranan Dekopin
sooeras: sekunder secara bertahap ditingkatkan agar rampu mengambil
—e-znan pemerintah dalam wakiu yang tidak terlala lama.

|

i

K

Torum Pengkajian dan Pengembangan Perkoperasian perlu
<sani dengan unit-kerja yang bertangguna-jawab dalam bidarg panati-
—= “u- sengembangan. Forum ini adalah suatu lembaga vang membaniu
= e - Sumatera Barat dalam merumuskan kebijaksanaan pengembangan
merammerasian, yang anggolanya terdin dari para pemikir dan pengama
e memerasian, sedanghkan bizva operasionalnya dibebankan kepadz Ang-
sa==m Pemenntah dan Gerakan hoperasi.
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